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PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional,
perlu melakukan penataaan organisasi dan tata kerja
Perpustakaan Nasional;

bahwa Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor
3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor
1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala
Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sudah
tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi sehingga
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Organisasi dan

Tata Kerja Perpustakaan Nasional;
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Mengingat

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4474);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007
tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 322);

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah
Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden
Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 11);

MEMUTUSKAN

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN NASIONAL.
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BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 1
(1) Perpustakaan Nasional merupakan Lembaga Pemerintah
Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Presiden.

(2) Perpustakaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

Pasal 2

Perpustakaan Nasional melaksanakan tugas pemerintahan di

bidang perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan meliputi:

a. menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan
kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan;

b. melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan
koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan;

c. membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis
perpustakaan; dan

d. mengembangkan standar nasional perpustakaan.

Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Perpustakaan Nasional menyelenggarakan fungsi:
a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di
bidang perpustakaan,;
b. pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan
tugas Perpustakaan Nasional;
c. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan

instansi pemerintah di bidang perpustakaan; dan
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penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi
umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan,
organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan,
kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan

rumah tangga.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, Perpustakaan Nasional mempunyai wewenang:

a.

penyusunan rencana nasional secara makro di bidang

perpustakaan;

perumusan kebijakan di bidang perpustakaan untuk

mendukung pembangunan secara makro;

penetapan sistem informasi di bidang perpustakaan;

kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan meliputi:

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di
bidang perpustakaan; dan

2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian
pustaka budaya bangsa dalam mewujudkan koleksi

deposit nasional dan pemanfaatannya.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Perpustakaan Nasional terdiri atas:

Kepala;

Sekretariat Utama;

Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa
Informasi;

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya
Perpustakaan;

Pusat Data dan Informasi;

Pusat Pembinaan Pustakawan;

Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
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h. Inspektorat;

i.  Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung
Karno; dan

j- Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung

Hatta.

BAB III
KEPALA

Pasal 6

Kepala Perpustakaan Nasional mempunyai tugas:

a. memimpin Perpustakaan Nasional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum
sesuai dengan tugas Perpustakaan Nasional;

c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas
Perpustakaan Nasional yang menjadi tanggung jawabnya;

d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi

dan organisasi lain.

BAB IV
SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7
(1) Sekretariat Utama merupakan unsur pembantu
pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8
Sekretariat Utama mempunyai tugas mengoordinasikan
perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap
program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan

Perpustakaan Nasional.



